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KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN JADWAL RETENSI ARSIP
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Mengingat

URUSAN KELOMPOK DINAS
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

. s 2 3 - 1,
a. valiwa  guna  laliapan  peayusunian,  perwohouan  dan

persetujuan rancangan Jadwal Retensi Arsip oleh Kepala
Arsip Nasional Indonesia dalam rangka menjadikan
pedoman pemeliharaan, penyusutan dan penyelamatan
arsip urusan kelompok dinas, maka perlu membentuk Tim

. . :
Penyusun Rancangan Jadwal Retensi Arsip Urusan
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Kelompok Dinas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Jadwal
Retensi  Arsip  Urusan Kelompok  Dinas  Tahun
Anggaran 2021,

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 9);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

NaAamasa D vihilsly T A . - .
ACgara nepusixk Indoncsia Nomor 1846);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127/ , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012
tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimang
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2Ql3
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomla'n
Urusan Peitaiiiain  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1275);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2913
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor P.erekonomla.n
Urusan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1278);
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16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Taliun 2013 Nomor 1277} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Kelautan dan Perikanan {(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 66 1);

18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 662);

19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 663);

20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 664);

21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Meneiigah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 666);

22. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat

Urusan Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 668);

23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2087);

24. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2088);

25. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116);

26. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 118);

27.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat
Urusan Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 168);

28. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomer 10 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat
Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
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Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat
Urusan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 364);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip
Nasional Nomor 48 Tahun 2015 (Rerita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 874);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 875);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan (Berita
Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2015 Nomor 551);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan
Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 552);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahuin 2015
tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan
Olah Raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 195);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 15 Tahun 2018
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1668);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penyelenggaran Kearsipan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 51);

Peraturan Daerah Kebupaten Ngawi Nomor 8 ‘lahun 2017
tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 08);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang
Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungain Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerahi
Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2020 Nomor 82).
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MEMUTUSKAN :

Membentuk ‘I'm Penyusun Kancangan Jadwal Ketensi Arsip
Urusan Kelompok Dinas Tahun Anggaran 2021 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

mIT
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ciim sebagaimaiia dimaksud dalain  Diktum KESATU

mempunyai tugas :

a. merencanakan dan membahas penyusunan Rancangan
Jadwal Retensi Arsip Urusan Kelompok Dinas;

b. mengirimkan Rancangan Jadwal Retensi Arsip Urusan

Kelompol: Dinas kepada Kepala Arsin Nasional Republik
Indonesia untuk mendapatkan persetujuan; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal \ Martt 203\

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAW!I
NOMOR :188/49 /404.012/B/2021
TANGGAL : 4 Martt  202|

SUSUNAN KEANGGOTAN TiM PENYUSUN RANCANGAN JADWAL RETENSI
ARSIP URUSAN KELOMPOK DINAS

TAHUN ANGGARAN 2021

Kedudukan . .

No dalam Tim Jabatan dalam Dinas/Instansi

1 2 3

1. | Pengarah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

2. | Penanggung jawab Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupatein Ngawi

3. | Ketua Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Ngawi

4. | Anggota : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi

a.

b. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi

C. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan Kabupaten Ngawi

d. Sekretaris Dinas Perumahan Rakvat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi

e. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ngawi

f. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Ngawi

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

Sekretaris Perdagangan, Perindustrian, dan

Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi

i. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Kabupaten Ngawi

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Ngawi

l. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Ngawi

m. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten
Ngawi

n. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ngawi

0. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Ngawi

P. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Ngawi

q. Sekretaris Dinas Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ngawi

=00
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Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaien Ngawi

Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi

1 (Satu) orang Fungsional Arsiparis pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kahupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO




